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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusat Dan
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10.Undang-UndangNomor3Tahun 2015 tentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014
tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Negara
TahunAnggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669);

11. PeraturanPemerintahNomor43Tahun 2014  tentangPeraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539)

12, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5558,

13 Persturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rincan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
(Lembaran Negara Republk indonesia Tahun 2015 Nomor SG).

14 Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1867 tentang
Turtutan Perbendaharsan Dana Tuntutan GanS Rug Keuangan
Dan Barang Daeran

15 Peraturan Merteri Datamn Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Xeuangan Desa

16 Peraturan Bupat Nomor 48Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

persetuguan Bersama

Dengan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMARKASITAN

gan
KEPALA DESADAMARKASIYAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA DAMARKASIYAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasa 1

Realsas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Damarkasiyan Kecamatan Kerisk
kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai beriiat

Rp 1742 148853

2 Belarnya Desa
a Budang Penyelenggaraan Pemenntah Desa Rp. 434232118
b Budang Pembangunan Rp. 1.084 815200
¢ Budang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 38.800.000
4 Buang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 24 510000

Rp. 1665057318
Rp 99236575

a Penernmaan Pembtsayaan Rp. 0
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b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 23.045.240
Selisih Pembiayaan (a—b ) Rp. 0

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksu

d Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
terdiri dari;

1. Lampiran| Laporan
tahun anggaran 2021

2. Lampiran |l : Laporan Kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember 2021
3. Lampiran Il

. laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke
desa

pertanggungn jawaban realisasi pelaksanaan APBDes

Pasal 3
Lampiran- lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan

Agar setiap oran

g dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembara

n Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Damarkasiyan
Pada tanggal 10 Januari 2022.

Diundangkan di desa Damarkasiyan
Pada tanggal 12 Januari 2022
Sekretaris Desa Damark\asiyan
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UDIMAN
BERITA DESA DAMARKASIYAN NOMOR 1 TAHUN 2022
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